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PROVINSISULAWESIUTARA 
BUPATI MINAHASA SELATAN 

PERA.TORAN BUPATI MINAHABA SELA.TAM 

KOMOR :3 ::2. TAHU'lf 2019 

TENT ANG 
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAI( DAN 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELA.YAK.Alf PASAR 

DENGAJI RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 160 ayat (5) Undang­ 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retnbusi Daerah, maka perlu diatur mengenai Tatacara 
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi 
Pdayanan Pasar; 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan 
Retribuai Pelayanan Pasar di Kabupaten Minahaaa Selatan 

1 Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten M!.nahasa Selatan dan Kota 
Tomohon di Propinet Sulawesi Utara (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4273); 

2. Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penmbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan 
Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4438), 

3.Undang­ . 



3 Lndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retrtbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpubllk Indonesia Nomor 5049), 

4 Undang-Lndang Nomor 12 Tahun 2011 tentar.g 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem ha, an 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia l\omor 

5234]. 

5 Lndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesca 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagarmana \,:,[.:,,:• 

beberapa kah diubah terakhu- dengan Undang-Un'Jang 

Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Keduu atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pe-nermtahan Daerah (Lcmb,uan Negara R,:,pubhk Indonesia 

Nomor 56l9), 

6 Peraturan Pcmcrmtah Nomor 58 Tahun 2005 tentar.g 

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2005 'qomor 140, Tambahan Lembarnn 

Negara Rcpubhk Indcnesra Nomor 4578), 

7 Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tabun 200b u.r.tang 

Pcngelolaan Barang Milik 'kgarc1/Daerah sebagaimana telah 

drubah dengan Pernturan Pemerintah Nomor 38 Tuhun 

2008 tcntang Perubahan a-as Peraturan Pernermtah Nomor 

6 T ahun 20(){, ten tang 

Negara/ Daerah (Lembaran 

Pengelolaan Barang MJ!,k 

Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2008 l\omor 78, Tambahan Lembaran :-legara 

Rcpubhk lndonesra Nomor 4855), 

8 Peratu-an Pernermtah Numor 54 l'ahun 2017 tentang Badan 

t.saha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik lndoncsra 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Neisarct 

Repubhk Indonesia Nomor 6 \ 73); 

g Peraturan Presrden Nomor 112 Tahun 2007 ten: .. mg 

Penataan dan Pernbmaan Pasar Tradisronal, ?usa: 

Pcr-oclanjaan dan Toko Modern, 



10 Peraturan Menteri Oalam Negen Nomor !3 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pc:ngdolaan Keuangan 

sebagaimana telah beberape kah dt ubab tcrakhir dengan 
Paraturnn Menten De.lam Ne-gen Nomor 21 Tahun 20i 1, 

11 Peraturan YI en ten Perdagangan Nom01 70/M 

DAG/PER/ 12/2013 Tahun 2013 tcntang Pedoman Pt r.ataan 

dan Pembmaan pasar l'rad,sional, Pusat Perbel,11",J<.lan ,tJ.11 

Tako Modern; 
12 Pera.uran Mentcn Dalam Negen Nomor dO Tahun 2015 

tcntang Pembentukan Produk Hukum Dacrah, 

13 Peraturan \1enten Pt:rdagangan Nomor 37 /M 

Menetapkan 

Dl\0/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangur.an dan 

Pengelolaan Sarana Pe1dagangan, 
14 Peraturan Llacrah Kabupaten Mmahasa Selatan Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Retrtbuat Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mmahaea Sclatan Tahun 2012 :'lomor 11 

Sen C), 

l :i Pe:aturan Duerah K.-1hupc1:,•n M'n<1ha<;a &ldtiin !\'rH:101 '1 

'l'ah.m 2012 tent.mg Rctru.usi JJ.1><1 u.rn.ru (L(m'J.1 . .11, 

Daer ah Kabupaten Mmahasa Selatan Tahun 2012 Nomor f 

�en CJ 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN 

PASAR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pilliial 1 

Dalam peratui an Bupatr iru vang drmnksud dengan 

l LJaernh adalah Kabupatcn Mmabusa Selatan 

2. Pemenntah Daerah aclalah Bupatt d.in Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemermtah Oder ah 

3 Bupati adalah Bupan Mtnahasa Se!atan 



4 Kepala Dmas adalah KepaLa Dmas Daerah yang mempunya: 

rugas mel<1ks;anukan tekms pembmaan uru!:>a•1 peme nruah 

di bidang pengelolaan pasar 

5 Per-usahaan Daerah ada!ah Pcr-usahaan Daerah "Cna \�'er.ct 

F:sa" 

Pejabat dilmgkungan 

Pemermtah yang mempunyct• kewenangan dan d,bcn tuga� 

tertentu diam Pengdoladn Pasar sesuai peraturan per-und.mg 

undangan yang berlaku 

7 pasar adalah lahan yang drtetapkan oleh Pemtrmtah Daetah 

beserta bangunan Pasar dan fasihtas Pasar lamr.ya. sebaga. 

tcmpat bertemunya prhak penj ual dan pihak pembel. uutuk 

melaksanakan traneaksi dimana proses jual beh barang dan 

atau jasa terbent.uk yang dise'enggarakan oleh Pemermtah 

Daer-ah 

8 Pedagang adalah senap orang at.au badan hukt.m yang 

melakukan kegratan menawEtrkan dan menjual carang da- 

atau J&S21 di Pasar 

11 Lahan Pasar a.dalah areal didrrrkannyu Pasar dengan Iuasan 
oerdasarkan serufikat hak atas tanah yang me.ekar 

d,ata<>nya 

12 Kros adalah ba.ngunan d. Pasar yang oeratap dan d1p1:.c1h><<1:1 

rnulai tantai sampar du1gan langn-Iangn atap yr-ng 

drpergur.akan untuk usaha bcrjueren 

13 Toko adalah bangunan gedung yang berada di areal Pnvar 

dengan fungsi usaha yang digunakan untuk melavani dan 

menjuat nar.mg scru, tcr df n dan sutu pt!11J,1,d 

14 Los adalah bangunan tctap didalam hngkungan Pavar y,-rng 

beralas permanen bcrbentuk bangunan memanjang l,UJJd 

drlengkapr dmdmg pembatas ruangan eebagai tcrnpa: 

berjualan 

'.5 l\,1.,.,,,1san PertoKuan adalah arear tertenlu Jallg mc rupakan 

bagian dan Pasar yang terd,n dan bangunan kioe.. toko atau 

los 



16 Pasar Khusus adalah tempal untuk memperdagangkan 
b,uang dan atau jasa tertentu, rmsalnya Pasar Buah, Pasar 

Peddgang Kaki Lima (!oak). Pasar Hewan, dan sebagam::,a 

17. Pembmaan Pasar adalah suatu proses, usaha, tmdakan dan 

kegjatan yang drlakukan secara efisien dan efcknf untuh 

memperoleh hasil yang lebih baik yang dilakukan oleh Dtnas 

I eknrs Perangkat Daetah 

18 Pengelolaan pasar adalah segala lusaha alau tinc!akan yang 

' drlakukan oleh Pemcnntah Daerah kepada Per-usahaan 

Daer ah dalam rangka pengelolaan, pengc ndal.an, 

pcngawasan, pengembangan dan pemanfaatan Pasar. 

BAB 11 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

ill Maksud ditetapkannya Pcraturan Bupatr mi adalah Lntuk 

menyusun Tatacara Pelaksa aan pengetotaan 

Pemungungutan Retribusi Pclay nan paser sesuar denga-i 

aruran perundang-undangan 

(2) 'rujuan dnetapkannva Perattuan upa n tru adalaf' 

a te-wujudnya pendapatan pasar yang transpai an. 

b memngkatnya Pelayanan pasarlkepada masyarakat 

C tercrptanya srstem pemungutar dart penyetoran retrrbr.sr 

pasar yang Icbih aknf <l.11, 

d menmgkatnya Pendapatan Ash Dacrah. 

BAB III 

PENGELOLAAN rASAR Pa1:1al 3 

{I) Pengelolaan Pasar mehputi 

a rungs: manaje mcn pcngeloiaan paear. 
b fungsr pcngawasan serta penge�dahdn pasar, 

c fungsi P" .mcungan Jae. pombrda,aan pasac 



(2) Fungsi Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), d.ilaksanakan oleh Dinas dan bekerjasama dengan 
Perusahaan Daerah. 

(3) Pada setiap Pasa.:r ditunjuk seorang kepala pasar yang 
dmngkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul 
Perusa.haan Daerah. 

(4) Pada setiap pasar ditunjuk mandor/petugas penaglh,petugas 
kebersihan dan petugas keamanan yang d=gkat dan 
drberhentikan oleh Perusahaan Daerah. 

(SJ Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),akan diatur 
lebrh lanjut dengan Perjanjian Kerjasama 

Pual4 
Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dunaksud pada 

Pasal 3 ayat (l), Dinas mempunyai tugas dan wewenang sebagar 
berikut · 
a Menyusun kebqakan pengelolaan clan pengcmbangan pasar 

di daerah 
b. Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan pasar di 

daeran 

c. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pasar di 

daeran. 

BABIV 

RETRIBUSI PASAR 
Baa:lan Pertama 

Pemunptan Retrlbu•l 
Pua!S 

(1) Pengelolaan Pasar yang didalamnya terdapat fasihtas 
pendukung dan fasalitae pelayanan yang drbangun oleh 

Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perusahaan Daerah 

(2) Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh kepada 
Perusahaan Daerah dalam melakukan pemungutan retnbusi 
pasar yang dikenakan kepada Pedagang yang menggunakan 
fasilitas pasar dengan tetap berpedoman kepada aturan yang 

berlaku. 
(3Jperusahaan ... 

/ 



(3) Perusahaan Daerah dalam melasanakan Pemungutan 

Retribusr sebagaimana dr maksud pada ayat {2) 
dilakeanakan oleh mandor/Petugas Penagih 

Paul. 

( l Perusahaan Dae rah diberi target Pendapatan Ash Daerah 
dari sektor retribusi pe\ayanan pasar dan bcrkewajrban 
mernenuhi jumlah target retribuai yang telah drsepakati 

dengan Pemerintah Daerah. 

(2) Besaran target Pendapaten Asli Daerah yang dibebankan ke 
Perusahaan Daerah dituangkan melalui Perjanjran 

Kcrjasama antara Dinas dengan Pemsahaan Daerah. 

(3) Besarnya target retribusi pasar yang ditetapkan dapat 

ditinjau ulang setiap 1 (satu) tahun sekah. 

B11.gian Kedua 

Penyetor11.n Retdbusi 

Paul 7 

(1) Perusahaan Daerah menyelorkan target Pendapatan Ash 
Daerah dari retribusi pelayanan pasar kcpada Dinas melalui 

Rekemng Kas Daerah (KASDA) dengan cara Non Tonai. 

(2) Penyetoran target retnbusr sebagaimana dimakaud pada 

ayat (I) dilakukan sctiap bulan selama 1 (satu) tahun 

BABV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PENOELOLAAN PASAR 

Pasal 5 

Pcmbmaan dan Pengawasan Pengclolaan Pasar dilaksanakan 

oleh Dinas. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 •.. 

/ 
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Pa•aJ 8 

Hal-hal yans belum dratur dalam Peraturan rru aepanjang 
rr.engenar pelaksanaa.nya akan diatur dengan Pe rarurnr 

Pe, t.sahaa-i 

Pasal 9 

Pcraruran Bupatr iru mular bcrlaku pada tanggal diundangkar; 

Ager seuap orang mengetahui. mcmcrmtahkan pengundangan 

Pcr aturan Bupat, m, dcngan penempatannya d,dcl.m Bcr1ta 

Daerah Kabupaten Mmahasa Selatan. 

Ditetapkan ct, Amurang 

pada tanggal I ��slvs .2t1)9 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

Dnr1cangkan rli Amu-cng 

NIA PARUNTU 

pacta tangga 

SERRET 

K.ABUPATEN 

A0ui b,1 i<>, 
DAERAH 

SA SELATAN, 

' . KAAWOAN 

t\;:,RJ l A UA�RAH 
NOMOR 3.Z. 

KABCPATE:t\ MJNAHASA SCLATAN TAllUN 2019 


